PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT, I1 BANYUMAS
NOMOR 11 " TAHUN 1994 € o
TENTANG o

\)t.‘f 00 % ;,.»,".WL:;,.’—
1obnl ALl ”'USAHA SALON KECANTIKAN'

3 -

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG'MAHA ESA

DI -

s o BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

-

J OO U4 li‘l L.r

18 s _‘,;.,, =X | NeENeGr 4 .b l. 1 ( l

, ¢ (TCOLE = o e baanabe] Y T 7 Py :

Menimbang' ' “'s.” bahws Salon’'Kecantikan sebagai usaha

copt  andam odibidang sarana, pelaysnan umum mem:
fff'_H“Lffi punyal"peranan yéng“‘pentlng dalam
pasask netscinengembangan nilei-“nilai budaya dan
toeie a1 0, S perawatan kesehatsdfi  seseorang, Se-
BR8N ace” Siihke perlu ‘gda pemblnaan dan penga-

‘Gidsan terhadap ‘usaha tersebut secara
terarah dan berke51nambungan 3

nude’l ) 100, U .
’*52,“w: b. bahwa befhubung dengan itu dalam
RIS D& X “"‘ 'ranigka © memberiksn ' “'pedoman  dalam
. “med) Ui pembinaan dan pengawasan Usaha Salon

‘“” 3' Kecadtlkan di’ Daerah perlu mengatur
' “'dan menetapkanA_ Peraturan Daerah
“"tentang Usahsa Ssalon ‘Kecantikan ;

TOMO S 8-3"8- 4 IB1RU [A1S]J[18 30 2041 s
Mengingat ' 1 "‘Undang- undang Nomor 13 Tahun 1850
SR i ‘tentang - Pembentukan?® Dsaerah-dsersah
Kabupaten Dalam ‘Lingkungan Propinsi
Jawa Tengah ¢

2 Undang undang Nomor 12/Drt Tahun

1957 - tentang Peraturan Umum Retribusi
‘Daerah " '(Lembaran-‘-Negara Republik
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;TN

| . 1957 Nomor 5§57

: urn - . 27,
Indonesla Tﬁlﬂegara Republik' Iggmb&\
ar1288) 3 - One-

Nomor 5 Tahun
Undang—undal’}ﬁk’pokok Pemerintahanlsh%

9
tentaﬂg Lembaran Negsars Republj_l

Daerah _ 1974 Howed 38
ta LB ' .99, Tampg.
ﬁzgogzngran.Negara RePubl;k Indong;

gia NomoT 3037) { ~ :

L. - wor 9 Tahun
-undang ﬂ°@°r ' 199

ggiigig " Repariwisataan . (Lembarg,

Negara Republik indonosss  then - dag;

78, Tambahan Lembaran  Negap,
ggggilik'lndonesia Nomor 3427)4;

| Uﬁda.n"g—unﬁang., Ndmor 23 Tahun 1992

tentang Kesehatan (Lembaran Negary
Republik Indonesis Tahun 1982 Nomor

aoc OBk Tambahan Lembaran Negara

Republikulndbnesiajﬂomor 3495) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun
1987 tentang . Penyerahan Sebagian

Urusan - Pemerintahan dalam  Bidang

Kesehatan Kepada Daerah  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1987

- Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3347) ;

. Keputusan Menteri Dslam Negeri Nomor

84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peratu”

ran Daerah dan Persturan Daerah
Perubahan ;

- Peraturan  Dasersh Propinsi Daeral

Tingkat I Jawa T Tghun
engah Nomor 7 127

&984 tentang Penyershan Sebagldl

rusan Pemerintah Ppropinsi oa_er_ah
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Tingkat I J&awa Tengsh Dalam Bidang
Kepariwisataan Kepada Daerah Tingkat
II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah Seri D Tahun
1984 Nomor 73) ;

smo-b '8 :Persturan Daerah  Ksbupaten ° Daersah

~yvant LD oedneiTingkat . ITI ' Banyumas:Nomor 112 Tahun
- 1985 tentang Penunjukan, Pengangka-

celartany Kewénangan dan Pemberhentisan

Pegawai Negeri Sipil »Sebagai Penyidik

g1t af alagel tiPad8 Pemerintah’ Ksbupaten' <Daerah
: Tingkat II Banyumas (Lembaran-rDaerah
~ya9 prnuwel del~-Kabupaten. ~Daerah ' Tingkat IIvBanyu-
I1  3sd3nil tormas - 'Seri*D Tahun(1986 'Nomor 5)~y
develiV  te10l0scPeraturani:Daerah! :Kabupaten---Daerah
~ - = Tingkat ° II: Banyumas  -Nomor 4 J=Tahun

ctrmr0:1987-~tentang - "Pembentukan| ~:SusSunan

naJsquad
) Peng Organisasi = idan ' Tdts: Kerja~ rDinas
qatequdasli et srcPariwisata -KabupateniDaerah= Tingkat
: ,-—II Banyumas,(LembaranTDaéfah‘”KabUpa—
dstesl - inefeqgucaitensoDaerah AsTingkat=2:3EC Banyumas
Ser1 D Tahun 198? Nomor 10) siand
RUEUorasases [ =g i n8xed A~ nofge .I
eqpdi[emam .qllt Peraturan ,Daerah'<Kabupaten ”*Daerah
cpuntes aenpob ot Tingkat i ‘11 Banyumas:Nomor* 213 nsTahun
“itpeecs 1:157501881 tentang rWewenang ‘Penyelenggaraan
- .~ -»sdan. Pengelolaan-i Sebagian) rlUrusan
innd  nediiedit Kepariwisataan: cd(LémbaranT iDaerah
dacen apvoines‘Kabupaten:-Daerahv Tingkat iILimBanyu-
0! <omoM ;aw~y;mas Ser1 D;Tahun 1992 Nomor B)o;l
-gmaYy nsb 1 E il el noudsT
Dengan Persetuauant Dewan Perwakllam‘wRakyauz“r rDaerah
KabuPaten Daerah Tlngkat II Banyumas.. sisal ;iai B
U ifs] nnspomo9d .I[
Az Biass ,2; M E M- U T U S K A NJ ifealh Isgmalnym

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TING-
KAT 1II BANYUMAS TENTANG USAHA - SALON

KECANTIKAN'. 10«
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. paB 1
KETENTUAN UHUM
pasal 3

: : 3 dim
Dalam Peraturan Daerah in? yang aksud dengay, .

T
a. Daerah adalah Kabupatel paerah Tingkat 17 Bany,.
b: ggéiintah' Daerah ~adalah Femerintah Kabupaten

erah Tingkat (II Banyumas > .
81 gzpazit %fpglayggzgg?-adgléﬁ Bupatl Kepalg Daerah
3 at an >
d.~§22§n ‘Perwakilan Rakyﬂt,Daeia:ngZ%&g D§Wan Pey.
wakilan-Rakyat ‘Daerah Kabupat€ ah Tingkat I
umas ;
'e.‘?zggektorat:.Wilayah Zadalah~ Inspektorat Wilaygy,
" Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ; |
f. Dinas Pariwisata-adalah Dinas Par1w18ata Rabupatey
- .~ Daerah~Tingkat II Banyumas :
g, Dinas ' Kesehatan-adalah-Dinas Kesehatan Kabupate,
- -+ Daérah Tingkat I1 Banyumas /; )
h. Kas? Daersah:s adalah Kas. Daerah Kabupaten Daerg
Tingkat (II ~Banyumas '; ‘ol o 1o
i. Salon Kecantikan adaslash sarans pelayanan unun
Jo--untuk pemeliharaan kecantikan khususnya memelihars
nurrdanimerawat kesehatan kulit, rambut dengan menggu-
n-o-nakan (kosmetik secarsa manual, preparatif, aparatif
__,w?ap d;koratig tgnpadtindakan operasi ;°
Ju-Izin Tempat Usaha adalah-Izin vang diberikan bagi
witempat-tempat usaha..,-.b'erdasarkin‘%eraturan Daerah
Kabupaten | Daerah Tingkat -IT ‘Banyumas Nomor 10
Tahun 1892 tentang Izin Tempat Usaha dan Pems
?aﬁgag‘PﬁﬁandNima~Perusahaan’;< | T, N8:
Zin Usaha adalah /Izin Usahs Sslon Kecantikan
. Pemegang Izin adalam : :
m. Tempat Usahs adalah{TZZEZ%&giaﬁzlgagizhieéantﬂwm

BAB 17

Ll

MAKSUD DAN Tujuan
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Fabom Pa“al da

"v r.-,',' ;~H« *‘-\.'-&- TRty . T o P

- e ;_‘ »:_ ;_‘ Fi] ey

m.a—{»,,....

Maksud dan tuJuan Peraturan Daerah ini- adalah

a. memberikan dasar hukum dalam pemberian Iz;n ,Usaha
dan pemungutan retribusinya ;

b. memberikan panduan dan kepastian hukum bagi pengu-
saha di bidang Usaha Salon Kecantikan untuk men-
ingkatkan mutu:dan pelaysnan. .

c. memberikan pedoman pemblnaan dan pengawasan atas
Usaha Salon Kecantikan!

d. memelihara,- mengembangkan dan melestarlkan budaya

bangsa Indones1a _g;;.~ iadiigaasd molse adaz T
wlea chdalale & eg '7’7 nfkse 2i.e=i]
amay i2odiad: caets- BAB III*L""'* FAZOq
disd ez ael Iyl s {redfimam
2 ¥sEpinis! - gl P E N G U S A H A A N L amram

Pasal 3 :s:a:.igt e Je

(1) -Pengusshaan:Salon Kecantikan mellputlvaasa . pela-

v 1o yanan;umum;g untuk: pemeliharaan-kecantikan:- khusus-

;;r~*nya -memelihara:-dan: merawatl. kesehatan;~ kulit,
rambut dengan: menggunakan kosmetlk secara:manual,
preparatlf aparatif- dan-dekoratif: tanpa: tlndakan
operasi sesuai dengan persyaratan: teknis::

(2)-Persyaratan teknis i sebagaimanal : dimaksud dalam
nnayvayatiadl) « .Pasal:ini: diaturi 1eb1h 'lanjut: dengan

g.~~Keputusan Bupatl Kepala Daerah: - L Tadms

aamasra dais aBAB s ddawy
BENTUK USAHA DAN PERMODALAN e

732i1 ﬁ;iﬁ;if ;tiff Pasal 4 “i ;i%fé‘ )

(1) Usaha Salon Kecantlkan_-yang selufuh -modalnya
dimiliki oleh Warga Negara Indonesisa dapat ber-

- -~ bentuk-- Badan: Usaha atau: Usaha: Perorangan .:sesuai
-i-~ndengan - ketentuan " Peraturan - - Perundang- undangan
yang berlaku. I : famn adlsbed nadizadl
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(i) Uéahé éalon Kecanti
s. Usaha Salon Ke

. Usahg S;igﬁﬂﬂke

6

gri yang modslnys

ntik ia den Lu,
s GSalon Kecs donesid dengan War ‘Kay
giigra Warga Nedard _ . narus —'f?e-f:isérvoamga Negar,

‘ a
- Terbyg,?

 pENGGOLONGAN USAHA o

kan digolongkan"menjadizi..
cantikan Type A adalah g
pusat kecantikan kulit dan atau rambut Y&ng
memberi pelayanan perawatan lengkap baik
manual, preparatif; aparatif- dan dekoratis
ditambah perawatan khusus Seperti obesitgg
diet dan senam ; [°Z5° :

. Usaha ' Salon: Kecantikan Type- B sdalahie sqlp;
- pusat - kecantikankulit dan atau’ 'Pambut: “Yang -

memberi - -pelayanan. perawsatan -1 engksaps baik

“'menual; ' preparatif,’aparatif -dan- dekoratif,
sedang slat kecantikan! listrik yang “diguanakan

masih! terbatas:j2isq nsznsh

- Usaha' Salon :Kecantikan Type C  adalah - salon

pusat: ] kecantikan ‘kulit dan atau rambut °yang

memberi pelayanﬁgn - perawatan ' lengkap - baik

gggﬁil,k Liljisaraglf, aparatif dan dekoratif,
ulit/rambut y§ '

kelainanfri_ngan : yang sehat dan  dengan

J

canti}k'a.ﬁw-'y T lah salon
pusat kecantik Yype A adalsa
memberi pelayani?; kulit dan atau rambut yané

o manugly p'rep'ara'tifperawatan sederhana (dasst

' BParatif dan dekoratif.

§ golongan Salon. Keoenypikan - sebsgel]

alam usiiat'( Y Pasal ini, - diklas’
® kelas 1, 110 dan 114
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~kan, memperluss ‘atau memindahksan Usaha ‘Salon

. 42)

(3)

(4)

(1)

7

BAB VI
PERI ZINAN )
'BAgian Pertama
,Wewénéng_?embefian;Iziq4;
i :Pasal‘v6  T
SetiapAoréng aﬁau=8adan USahé vang ékah’"mendiri-

Kecantikan wajib terlebih dahulu memiliki Izin

‘Usaha dari Bupati Kepala Daerah.

!
L d

Izin ‘Usaha diberikan atas ‘nama ‘pemohon ‘dan -tidak

. dapat ' dipindah ' tangankan, ‘kecuali ' ‘dengan ‘izin
Bupati: Kepala Daerah. irauliedib: » B8O

YI

Dalam pemberian Izin Usahs sebagaimana dlmaksud

~-dalam | dalam ayat' (1) Pasal ini| - Bupat1 Kepala

Daerah . menetapkan syarat- syarat yang harus d1—
taati oleh Pemohon. =< | ‘ m49g NBE

Dalam memberikan Izin Usaha sebasgaimana ‘dimaksud

~dalam ~ayat (1) Pasal ini, Bupati *Kepala' Daerah

dapat mendelegasikan wewenang 'kepada Pejabat: di
bawahnya atau yang ditunjuk. :

Bagian Kedua

'Tata Cara Memperoleh’IziniUsaha o
¢ [WIIR™

Pa°al 7 i .

Untuk mendapatkan 121n Usaha sebagalmana dlmaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan' Daerah: 1n13

1permohonan‘diajukan secara tertulis~kepada;Bupqt1
‘Kepala ~Daerah melslui Instansi '~yang "ditunjuk

dengan cara mengisi formulir yang telah disedisa-
kan.
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. maksud ‘dalam
nané gl- el
csebagall npiri persyaratan g

harus dila (1)

(2) Permohonall

2 Pasal 101, % Sebagai
ikut S

Z?r;oto copy Akta pendlrlaﬂKagszugzrgan apabj
pemohon Badan. Hukum atau ida Penduduﬁ
gpabila pemohon peroft :

Foto copy ilzin Mendirika

angan >
ni/Bangunan ;

b. ; |
c. Foto copPY Izin Tempat_Uséha kecusali bagi USah,
salon kecantikan, type-» -’ ‘

d. Foto copy Sertifikat atau Sura% Tanah ; ..

o. Gambar -lokasi dan denah ruang Tempat Usahg ;
£ Uraian singkat tentang usaha yang 'dlsélengg&.
: rakan ;- gb fizd? A nd nsfdanansy
g. Daftar susunan (pengurus. an jumlah ' ténagy

kerja ; : _ : _

h. Foto copy Nomor Pokokaaslb'P&Jak Daersah

fli.-Foto copyfijazah,nasional dibidang ' kecantikap

yang dikeluarkan ole

h | Departemen ' Pendidikan
dan Kebudayaan. '

(3) Dalam hal semﬁajsyaraf'teiah dipenuhi oleh .pem&.
. hon maka kepadanya diberikan Tanda Bukti ‘peneri-
maan permohonan Izin USaha. e F tle

(4) Dalam hal dipandang perlu petugas vang: ditunjuk
- dapat memanggil- pemohon untuk melengkapi  syarat-
syarat yang diperlukan.. o : seuab

Pasﬁl‘s

(1) Bupati Kepala Daerah dalam memberikan Izin USﬂw
dengan mngerhatikan pertimbangan teknis dari
Dinas Pariwisata dan Dinas Kesehatan.

(2) Dinas Pariwisata dan Di
) inas Kesehatan bersama"sama
%engan Instansi-terkait dalam memberikan pertil’
P:ggin g:?nli sibggaimana dimaksud dalam ayat(1%
A , terlebih dahulu men 1iti®
; | a noo penez- .
?eﬂggnal kelengkapan perSYara%aiakadministraﬁh
eknis dan lokasi Tempat Usahs :

A
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‘Pasal 9

(1) palam  hal pernohonan dikabulkan, Bupati Kepala

(2)

Daerah 'menerbitkan” Keputusan pemberian Izin Usaha
dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan
terhitung sejak diberikannya tanda terima permo-
honan Izin Usaha sebagaimans dimaksud dalanm
Pasal 6 ayat (3). - i e

Dalam hal  dianggap perlu Bupati Kepala Dsersh
dengan memberitahykan kepada Pemohon  dapat.

“memperpanaang ‘jangka waktu proses pemberian - Izin’

“iluntdk ‘masa‘paling lama 1 (satu) bulan terhitung

ffseaak hablsnya jangka waktu sebagalmana dlmaksud
13 dalam ayat (1) Pasal 1n1 |

(1 %

(3) ‘Dalan hal permohonan dltolak penolakan tersebut

(IRTHA

dlberltahukan—[secara ‘tertulis kepada- pemohon
'~dengan "menyebutkan alasan- alasannya a%t-1

Bag;an Ketlga

Masa Berlskunys Izin Usaha

Ut : Pasal 10 '

(yIzin - Ussha 'sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 8
nsiayat °(1) ‘Pasal ini, - diberikan untuk jangks waktu
»«*gelama;wusaha,yang bersangkutan 'masih berjalan,

{

foldengan- ‘ketentuan setiap 5 (llma) tahun 'sekali
waalb dldaftar ulang tads (o9 -

,,,,,

(2) Daftar ualng sebagalmana dlmaksud dalam ayat (1)

Pasal iniy''diajukan 'dalam jangka waktu ' selambat-
lambatnya 3 (tigs) bulan sebelum ‘tanggal  Jjatuh
tempo pendaftaran ulang berakhlr

(3) Sebagal tanda buktl telah dllakukan daftar ulang,

kepada Pemegang 'Izin diberikan Kartu Izin Usaha.
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(1)

Tempat Usaha, maka.
"yang mendapatkan h

10 .

. i Kartu Izin Usahg
Bentuk, ukuran - 13aptk&m Kartu Izip Serta

sora cara untuk meMURPtovar (1) Pasey, . saba
sebagaimanad dimaksud, g 1 8B S S ~rassal; ins

diatur lebih lanjut nghfBuPéti'Kepﬁla;Daerah‘ iy

| Bagiaﬁfkeempat : ,”' | ‘
PemindahtéhgahéﬁJIZiﬁ1USaha”_"
pasal 11

sdog: . - 1inggal -dunia g,

Dalam hal,,Pemegang.Iz}n meninggal -~dunia  gatg,
karena Sesuatu‘sebabitldak lagl menggdl pemilik
' ahli waris atau. orang-orang

ak - -daripadanya -dalam: wakty
selambat-lambatnya 4 (empat) bulan  terhitung
sejak tanggsal. meninggalnyanﬁemggang  12111%&1-'&1
saat terjad;nya;tindakanggengallhan_;hak,__wajﬂ)

" pengajukan _permohonan balik namac-kepada--Bupati

(2)

Kepala Daerah.

Permohonan balik nams sebagaimans dimaksud dalanm
ayat (1) Pasal ini,.dilampiri. +°

a. foto copy KTP bagi pemohon perorangan atau
foto copy akts pendirian Badan "Hukum bagi
Pemohon Badan Hukunm ;

b. foto .copy surat keterangan kematian Pemegang

- Izin dan surat pernyatsan tidak -berkeberatan
ﬁzglkparakghlé.wgris bahwa perusahaan dibalik-

akan epadsa Pemohon i 151
- Pejabat Wilayah setempaty?ng el itnig otE)

o gﬂzg c<13p_>y_surat perq’anj ian pemind.ahan. hak yang

44 gat151¥ oleh Pejabat wilayah setempat atau
Jabat lain yang ditunjuk .oleh undang-undang

d. Izin Usaha yang bersangkutan

Bagian Keiimai

Pencabutan Izin Usshg

Scanned with CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

11

Pasal 12

(1) Izin Usaha tidak berlsku atau dicabut karens

(2)

(3)

(4)

(L)

a. memperoleh Izin Usahs secara tidsk sah ;

b. melanggar ketentuan Peraturan Dasersh ini dan
atau persyarstan-persyearatan ysng ditetspkan
dalam Izin Usaha ;

c¢c. tidsk melsksanskan kegiatsn usshsnva selams 2
(dua) tahun berturut-turut tanpa zlssan vang
tidak dapat dipertanggung Jawabkan ;

d. bertentangsan dengan kepentingan umum, kesusi-

lasn, &stau ketentusn Persturan - Perundang-
undangan vang berlaku.

‘Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) Pssal ini, diberikan secars tertulis
kepada Pemegang Izin dengdu menyebutksn alasan-

- alasannys.

Pencsbutan Izin Usaha Sebagaimana dimaksud dslam
avat (1) Pasal ini, didahului dengan peringatan

- secukupnya kepads Pemegang lzin.

Dalam hsal Izin dicabut sebagsimans dimaksud dalam
ayat (1) Passl ini, maks dalam waktu selambat-
lambatnys 1 (sstu) bulan terhitung sejak tanggsal
diterimanya penmneritshuan pencabutan., Pemegang
Izin wajib segera menghentikan kegiatan usahs

vang dijslankan.
| BAB VII
RETRAB U Sdd
‘Pasal 13 |
Terhadap'Pembe}iaﬁ Izin. Usaha sebagsimans dimak-
sud dslasm Pasal 6 Peraturan Daerah ini, Pemohon

dipungut retribusi yang ditetapkan sebagali beri-
kut :
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n type A

k8
4. Usaha Salon Kecant? 2.100,00
¥ a1 R % . 5 L .(dua o
2. 8t = ter P = a o -
rupiah) Pezeﬁzsar Rp. 1.900,00 Cseribu

3. Klag III S°°% . siah) PET meter perseg;

- gembilan ratus |
; e B 0]
y. Usaha Salon Kecantikal LYFE
' g I sebesar - : oo B so
& ﬁiﬁ satus rupial) Pei gggegop?zzigé.,
2. Klas II sebesar RP- ier éersegi : u
ratus rupiah) per e 800,00 (s ;.
5 Klas III sebesar RP- 1. 80V 2 (seribu
ratug rupiah) peéer meter persegl

o. Usaha Salon Kecantikan type €

1. Klag 1 ©sebessar Rp-t el L
ratus rupiah) per metel FE N

5. Klas 11 sebesar Rp. 1.400,00 (serlbu
ratus rupiah) per meter persegil :

3. Klgg 111 sebesar~Rp.'1u300,00 (seribu
ratus rupiah) per meter persegli ;

Q

oo

4. Ussha Salon K
1. BElag 1'Vge a
ratus rupiah) per meter persegl
5 - Klas II sebesar-Rp.  1.100,00 (seribu
tus rupiah) per meter persegi ;

o

&1
es
)

1.500,00 (seribu

e : .
200,00 (seribu

)

1.800,00 (seribu dels.

tUjuh

ehrian
limg
empst

tiga

a1
aua

gera-

3. Kiag III sebesar Rp. 1.000,00 (seribu

rupish) per meter persegi ;

Terhadap permohornian daftar ulang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 Pe

. X s raturan D
g?mohqn d}pungu@ retribusi yang ditetagigsh
uag '75 % (tujuh puluh lima perseratus)
retribusi izin usaha yvang ditetapkan bagi

- yang bersangkutan.

(3)

Terhadsp permohonan balik nama s

ini,
sebe-
dari
usaha

ebagaimana dimak-
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sud dalam Pasal 111 Peraturan Daerah ini, pemohon
dipungut retribusi sebessr 50 % ' (lims puluh
perseratUS?-dari retribusi Izin Usaha yang dite-
tapkan bagi perusahaan yang bersangkutan.

. Passl 14
(1) Pengenaan Retribusi sebasgaimana dimaksud dalam
Pasal 13 Persaturan Dsersh.ini, tidak ‘term&suk
biaya Leges dan pungutan-pungutan lain yang sudah
ditentukan menurut ketentuan Peraturan Peérundang-
“undangsan yang berlaku. - ! s

| Pglaksaﬁaanf; pemuhigutan . Retribusi  sebagaimana
dimaksud: ds&lam ' Pasal 13 Peraturan Daerah ini,
dilakukan joleh Dinas Pariwissata. 4-Fy

-
' 59

~~
o
S’

.-

Pasal 16 . nsted

Semua hasil pungutan retribusi sébégaimana dimaksud
dalam Pasal 13 Persturan daerah ini, disetor secara
bruto ke Kas Daersah.

_BAB“ VIII
KEWAJIBAH DAN LARANGAN

1 mRas&lbhib:ismi: (1 aped

(1) Pengusahs Sslon Kecantikan berkewajibaniuntuk .:

vrlta.s memasang papan pengenal jyang! berisi ‘nama Salon
Kecantikan, &lamati [/serta tanggal' 'dan ‘nomor
I1zin Ussha yang dapat dibaca oleh umum ;

[y b. memberikan - pelayanan - dan: perlindungan . yang

baik serta sopan kepada tamu ni Is

menciptakan Tempat Usaha yang -mencerminkan

kebersihan, kesehatan, keindahan dan keterti-

ban lingkungsn. ;

d. menyediakan ruang tunggu vang memad&al ;

e. memasang daftar tarip Jasa Salon Kecantikan ;
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14

cdministrasl kKeusngap

- > an SES‘-‘B‘
enyelenggaraks turan Perundang-y 1.
. gggéan ketentuan Pers Rdangay

a ;s
yang berlak ketentuan Peraturan Perundang\

g. mentaatl ot enyangkut kegiatan usahanyg .

I yang m_ 3
undangéa kegiatan usshanya secars tertulis

h. melaporkdi Z Ol ) bulan sekall kepads Bypg®

§2;;?§ Dierah lewat Dinas Pariwisata.

. dilarang
lon Kecantikan .
PenguSZbiiizn memperlusas atau-memlndahkan Tempat
s. mendl . Izin dari Bupsatl Kepala‘Daerah ;
b  menggunakan Tempat Usaha untuk kegiatan 135,
' yang menyimpang darl.fungslﬂYi ; 5 '
¢. memindahtangankan 1z1in Usaha kepada plhak’lain
tanpa izin dari Bupatl Kepala Daerah ; ‘
d. menggunskan slat-alat listrik kegantlkan dun
kosmetika yang belum terdaftar di Departemey

Kesehatan ; )
e. menggunaksn kosmetika yang sudah kedaluwsrss,

BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 17

Barang siapa melanggar kewsajiban dan larangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan

(2, Pasal 10 ayat (1), serta Passl 18 Peratursan

. Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lama-

(2)

nysa 2 (dua) bulan stau Gends setinggi-tingginya
Rp. 50.000,- (limas puluh ribu rupiah}.

Tindak pidsns sebagaimana dimak
pi . . sud dsalam ayat (1)
Pasal ini, adalah Pelanggaran . .

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN
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Pasal N18

(1) Selain oleh Pejabat Penyidikg‘Umum, penyidikan

stas tindak pidana sebagsimana dimaksud dalam
Pasal 17 Peraturan Dserah ini, dspat juga dilaku-

kan. s oleh Penyidik Pegawsai,Negeri Sipil,di..1ing-

" kungan . Pemerlntah Daersah, yang: pengangkatannya

(2);

dltetapkan- sesuai . dengan ketentuan: Peraturan

‘Perundang-undangan yang berlaku. - ..~ «.oosh

Dalam . melaksanakan, tugas . penyidikan,,; Penyidik

Pegawai Negerl Slpll 5ebaga;mana dlmaksud dalam

ayat (1) Pas al 1n1,.berwenang
> I'

.8, menerima ; laporan atau pengaduan dar1 seseo-

h @ O

rang tentang “adanya~t1ndak pidana;- .
b. melakukan . tindakan. ..pertams, padavgaat itu  di
tempat keaadlan serta melakukan pemeriksaan;

c. menyuruh . berhenti . seorang . tersangka -, dan
memeriksa tandsa pengenal d1r1 tersangka;
melakukan penyitaan.bends dan atau surat;
mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
memanggil . seseorang untuk.. didengar ..dan d1-

‘periksa sebagal tersangka atau sak51,_g‘c

g. mendatangkan orang dhll vang diperlukan dalam
hubungan dengan pemeriksaan perkara;

h. menghentikan penyidikan setelah mendapat

petunjuk. . dari - Penyidik. Umum ;bahwa tidak
»terdapat cukup bukt1 atau 213 per;stlwa terse—

but “bukan merupakan tlndak pldana dan
faeldngutnya me1a1u1 Penyldlk Umum memberltahu—
" kan hal - tersebut kepada Penuntut  Umum,

tersangka atau keluarganys;
i. mengadakan tindakang,lain menurut hukum yang

dapat dlpertanggung aawabkan

r

(3) Dalam melakuanakan tugas peny1d1kan, Penyidik

Pegawasi Negeri Sipil sebagaimana dimsksud dalam
ayat (1).Pasal ini, wajib mengadakan koordlnasl

dengan Pegabat Penyidik Umum .
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BAB Xl

PEMBINAAN DAN PENGAWASANV'

Pasal 19

V : terhadap Usaha g
dar pengawasan = &ias
(1> EZ?Z;ziign dliaksanakan olel Dinas Ear1w1sata dm;
‘Dinas Kesehatan atas nama Bupitlt ipala Daeray,
dengan menglkutsertakan Inatansi terkait !

Pengawasan’ ”ebﬁgaimana dimaksud

(2) Pembinaan ' dart |
= dalam ayat (1D Pagel ini, Ellp?ﬁ}
fisik bangunan dan peralatan ;

teknis pengelolaan 5
kebersihan, keaehatan dan 5&n1ta51 11ngkungan

eotetlka/senl dsn keindsahan Fe W,

. keselamatan ‘dan Lesehatan kerda 5 ° o

kemsmpuan ‘dan ketrampllan karyawan i g
“hal- hal laln yang dlanggap perlu VRN

SR T oW M

Pasal 20

Pengawasan Umum atas p eldksanaan Peraturan Daerah ini
dllakukan oleh Inspektoran Wllayah

Pasal 21

SQisl

-Untuh kepentlngan pemblnadn dan pengawasan sebagalma-
s dimaksud dalam Pasal "18 dlberlkan biays operasion-
‘51" yang besarnysa ditetapkan ‘¢leh Bupati Kepala Daerah
gan glcantumkan Anggaran ' Pendapatan 'dan Belanja .
Daerah. <3 - RVl s 118

: BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
Pasal 2 <

Usaha Salon Kecantikan yang telah ada sebelum berla-
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ganys  Feraturan, Dasersh. ini  dslam  wsktu. selsmbsat-
1ambatnya 6 (enam), bulan terhitung sejak berlakunya
peraturan Daerah ini diwajibkan mengajukan permohonan

I1zin Ussaha.
Pasal 23

Hal-hal vang belum di&£Ur dalam Pe}éfuran Daerah 1ini
gepanjang mengenal relaksansannys akan distur lebih
janjut oleh Bupatl Kepala Daerah.

oo

-
Y ﬁPacal 24,
A0 H

Peraturan Dsaerah ini mulai berlaku pada tanggsal
diundangkan.

Agar supays setisp orang dapat mengetshuinys,
memerintahkan pengundangan' Peraturan Dsersah ini
dengan penempatannys dalam Lembaran Dsersh Ksasbupaten
Daersh Tingkat II Banyumaa

Djtetapkan di Purwokerto
"Pada,tanggal 17 Oktober 1884

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II M TINGKAT II BANYUMAS
BANYUMAS | '
Ke tua,
cap. ttd. ' ' ‘cap. -
WARSONDO DJOKO SUDANTOKO

Disshkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawsa
Tengah dengan Surat Keputusan Nomor 188.3/417/1994

tanggal 28 Nopember 1994.
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| enbaran Daersh Kabupaten

i jlsg:h k&l’ dﬁ.lf‘.m a& 5
%iﬁ%ilﬁg 11 Banyumas Nomor Jiu FEIE8E. 540 J&nugig
1995 Seri B '

gekretaris Wilaya'h/Daerah Tingkat II BanYUmao

68 ttd.

brs. SOEDIMAN

Pembina .-
NIp : 500 034 842
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EEwN.J/E-L.A SUAR
ATAS
pERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR 11 TAHUN 1894
TENTANG

USAHA SALON KECANTIKAN

1. PENJELASAN UMUM

Penggunasan kosmetiks dalam upaya perawatan dan
merias diri untuk meningksatksn estetiks dan rassa
percaya diri psads mulanys hanya dikensal oleh
kelompok tertentu dalam masyarskat namun dalam
perkembangan selanjutnya telah merupakan kebutu-
han masyarakat pada umumnya. Hal ini dibuktikan
dengan semskin berkembsngnya Usshs-usahs Salon
Kecantikan vang memberikan pelsayanan kepada
masyarakat luas dengan menggunsakan bahan kosme-
tik, alat-alat kecantikan mekanik, kimiawi maupun
elektronik.

Pelaysnan Sslon Kecantikasn yang bersifat perawa-
tan tak dapat dipisahkan dari tujuan peningkatan
nilai-nilsi budays dan derajat kesehatan baik

 ditinjau secara ekonomis ataupun sosial. Namun
demikisn mengingsat pelayanan tersebut banyak
menggunakan bahan-bahan kimia ataupun peralatgn
vang bersifat mekain, maka tidaklah mustahil
didalam pelaksanaannysa dapat menimbulkan dampak-
dampak negatif yang tidak diinginkan.

Bahwa berhubung dengan itu dalam rangka upaya
meningkatkan mutu dalam pelayanan Ussha Salon
Kecantikan yang memenuhi segi estetika dan kese-
hatan, maka dipandang perlu menerbitkan Peraturan
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IT.

n Kecantikan. Peratu“r
pedoman bai Pemerint .,

; : tal,
Daerah 1Ml sngelole galon Kecantikan agar dapa{

dan tanggung jaw?bnya i
ang kat luss dari kemungkiT
a1ahan penggunasn kosmetiks
g. dapat merugikan kesehatan_

memahami .
d
rangka melin
nan +imbulnyé kes
slat kesehatan yvali

i, DENT PASAL

dan

PENJELASAR PASA

1 huruf avs/d h Cukup jelas.

Pasal
Yang dimaksud dengan

4 i i
pasal 1 huruf a. kosmetika-" sadalah
ramuan  atsu paduan
bahan ~ yang siap

untuk digunaksn pads
bagian luar badan

seperti rambut,
wuku, bibir dan
sebagainys ‘untuk
membersihkan, menam-
bakh daya ~ tarik,
mengubah penampilan,
“melindungl supays
tetap dalam keadsan
baik, memperbaiki

bau badsn, = tetapi
tidsk dimaksudkan
untuk mengobati atau
menyembuhkan penya-

kit 3

b. perawatan  manual
yaitu perawatan
kecantikan dengan
menggunakan tangan
tanpa perslatal
lzin, seperti misal’
nys pengurutd”
(massage) muks: gtal
badan.
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C. pPerswatan preparatif

vaitu perawstan
kecantikan ' dengan
nenggunakan bahan
kosmetik, seperti
misalnya shamnpo.

susu pembersih, csat
rambut dan sebagsi-
nya.

d. perawsatan asparatif
vaitu - perawatan
kecantikan dengan

nemi , 3=T menggunakan perala-
89 ms 31 \ tan listrik.

€. perawatan dekoratif

vaitu . perawatan
kecantikan dengan
tata ries wajah

(make up) dan ram-
but, seperti missl-
nya make up film dan
make up sehsri-hari.

f. tindakan cperasi
‘vaitu. semua tindskan
dengan atau tanpa
benda . tajam. .yang

dapat menyebabkan

‘lukanya jaringsan
f o kulit  dan bawah
) kulit.

‘ g..peralatan listrik
yaitu " penggunaan
alat-alat listrik
untuk perawatan
kecantikan.

Pasal 1  huruf j s/d n : Cukup jelas
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Pasal- 2

Pasal S iayatill)

”Pésal 3 ayat (2)

‘Pasal- 4 ayat (1)

Pasal 4 ayat (2)

-basal 5] ayat‘(l)v

Pasal 5 aygtF(Z)

22 -
. Cukup Jjelas

Lihat penjelasan Pagg)
1 huruf 1i.

Penetapan persyaratgy

: Usaha Salon Kecantikan

dimaksudkan agar pelgk.
sanaan usaha tersebyt
memenuhi  persyaratgp
kesehatan dan tidak
menyimpang dari nilsgi-
nilai luhur budays
bangsa sebagaimana yang
terkandung dalam Pancs-

sila

. Yang dimaksud dengan

Badan Ussha adalsh
meliputi Badan Usahs
Milik Pemerintah maupun
perorangan yang berben-
tuk Perserocan Terbatas
(PT), CV dan sebagai-
nys.

: Cﬁkup jelas

Cukup jelas»

Penentuan Kelas usaha

menjadi Usaha Kelas I,

IT dan III didasarkan

pada varisble-variable

sebagai berikut

a. besar modal usaha ;

b. lokasi usaha ;

c. kondisi bangunan
usaha ;

masing-masing variable

“tersebut diberi indika-
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tﬂr_ dan  skor sebsgsi
berikut

&. besar modal usaha :
1. kurang dsari Rp.
25.000.000,- skor

=a 1

2. Rp. 25.000.000,-
s/d Rp.
50.000.000,- skor

B Tebihi kideeit i - Ren
50.000.000,- skor
= 3.

b. lokssi usahs :

1. di lusr Ibukots
Kabupaten atau
Ibukotsa Kecama-
tans” skor = 1.

2. di dalam Ibukota
Kecamatan, skor =

B
- 8. 'di dalam “Ibukota
Kabupaten, skor =

3.

c. kondisi bangunan

usahsa :

1. bangunan = . _non
permanen, skor =
- ,

2. bangunan ~  semi
permanen, skor =
2.

3. bangunan perma-
nen, skor = 3.

Selanjutnya untuk
menentukan kelas ma-
sing-masing ussaha di-

Scanned with CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

4 Pasal

... .Pasal

» Q

6 ayat (1)

s 0

8 ayat (2) & (3)

68 avat (4)

1318 HT2]

.dasarkan pada hﬁﬂil

penjumlahan skor paq,
tiap-tiap variable Yang

' dapat dibagi usaha yapg

persangkutan, sebaggy;
berikut

5. Usaha Salon Kecantj-
kan Kelas I, adalgp
“Usaha yang mempunygj
skor 7 s/d 8. '

b 'Usaha Salon Kecanti-
kan Kelas II, adalah
Usaha yang mempunysai
skor 4 s/d 6.

c. Usaha Salon Kecanti-
kan Kelas II1I,
adalah Usaha  yang
mempunyail skor 1 s/d
~

Yang dimaksud dengan
"mendirikan adalah
meliputi pula tindakan
membuka kembali tempat
usaha yang telah ditut-
up/dicabut izinnya.

Cukup jelas.

Kemungkinan pendelega-
sian wewenang dimaksud-
kan untuk mempercepat
proses pengambilan
Keputusan, khusunya
dalam rangks meningkat-
kan pelayanan kepada
masyarakst.
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pasal ¢ dan o

o

pasal 9 avat (1) & (2)

pasal 9 avat (3)

Pasal 10 ayat (1)

Pasal 10 ayat (2), (3)
dan (4}

Pasal 11
Pasal 12 ayat (1) & (2)

Pasal 12 ayat (3)

: Cukup jelss.

Cukup jelss.

A%asan untuk penolakan

misalnys : :

8. Usaha SAlon Kecanti-
kan tidak <memenuhi
syarat teknisz ;

b. Usaha Salon Kecanti-
kan dikhawatirkan
dspat merusak kese-
hatan dan nilsi-
nilai budaya bangsa;

¢c. Alasan-alasan lain
yvang menurut hukum
dapat dipertanggung-

jawabkan.
Pada prinsipnya Izin
Usahs berlaku selama
usshanya masih berja-
lan, adsapun kewajban
untuk mendaftar wulang
setiap 5 (lima) tahun
sekalil dalam rangka
.usahsa pembinaan dan
pengawasan Usaha Salon

Kecasntikan.

Cukup Jjelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.
Peringatan dilakukan
(tiga)

paling banyak -3
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keli, dengsn ket
j k t - >Shty
jarak antara perjp, oy

yang satu denggp '
lain tidak boleh lyar-lg
dari 1 (satu) bulaneb“‘

A Cukup Jjelas.
Pasal 12 ayat (4)
Cuku jelas.
Pasal 13 s/d 24 P J s
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SALINAN”T -

74

REPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

NOMOR : 188.3/417/1994

EquEsAHANﬁPERATURAN DAERAH*KABUPATEN DAERAH
1 BANYUMAS NOMOR 11 TAHUN 1994 TENTANG USAHATI§i§é§

RECANTIKAN .

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BANYUMAS

Hembaca

Méniﬁbahé

Hengingat

1.

tentang Pembentu
Tengah

“'Undang-undang Nomor
1957 tentang Peraturan Umum
Repub-

Indonesia Nomor

*‘f;gx Sﬁrat'BubatiKebﬁlélbaerah‘Tiﬁékaf

11 Banyumas tanggsl 31 Oktober 1994

_ Nomor : 188.3/5162/1994 perihal
" permohonan xpgngﬁsghan Peraturan

Daerah ;

Peraturan Dsaserah Ksbupaten Daerah

“ Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun

1994 tgﬁﬁgng;;Usaha Salon Kecan-

“tikan ;

:—fbahWé‘tiBékadé'keberétan untuk menge-
 sahkan = Peraturan Daerah
Dserah Tingkat II dimaksud.

Kabupaten

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1830
kan propinsi Jawa

12/Drt Tahun
Retri-

busi Daerah (Lembaran_Negara
1ik Ithnesia‘Tahun‘1957 Nomozr 57,
Tambahan Lembaran Negara Republlk

12885 ;
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Menetapkan : ECOAIVA L, L Saft At re & 2 el
fEd gL - Daerah Tingkat II Banyumas Nomor {1

SALINAN

Mengesahkan Per

|
2844

ndang Nomor 5 Tahup

tentang pokok-pokok Pemerintghan~d‘

<A ( 1

h (Lembaran Negarsa epubiud
giﬁiiesia-~Tahqn:f}97§jinomgr ’ éék
Tambahan . Lembaran Negara Réﬁubliﬁ
Indonesia Nomor 3037) ;;

3. Undang-u 1874

Lir ki dan Ndﬁ&?‘g Tahun
4 . Undang-undang NC 199
tentang__Kepar}W1sataan .<Lembarag
Negara Republik Indonesia  pgp -
1990"Nomornzgyfimamb&h&n5ﬁ;¢mbarmm
327y, s

atqranD&erah.Kabgpaten

i \ ]

Tahun 1994 tentang Usaha Salon Kecan-
tikaﬁﬂLdeﬁgaD7;Qe§nghan sebagaimans

“terlampir

_ . fPiﬁé$abk§ﬁﬂdi7f-Semarang
. Pada tanggal : 28 Nopember 1895

_An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
sl ;Sekreﬁgris;Hilayah/Daerah,

ekt

-z Pembina Utama Madya
NIP.: 010 052 851

: Keputusan'ini disgmbaikaﬁ'kepada Yth.

1. Menteri Dalap Negeri di Tahaspet,
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pirektur Jenderal Pemerintahan Umum dan i
' paerah “pada Departemen Dalam Neégeri ' gdi Jg§§2321
dengarn disertai 1 (satu) lembar Persturan Daerah;
‘pupati 'Kepala 'Daerah “Tingkat II Banyumas d.
 PurvokZERD Kab -
getua DPRD Kabuupaten Daersh Tingksat ] &
' di Purwokerto ; HAA U LY c Al uRAREHRAY
 pembantu  Gubernur ‘Jaws -Tengsh' untuk - Wilayah
Banyumas.dl Purwokerto ; [THADH 2 :
__Kepala-Biro Hukum pada Sekretariat Wilsysh/Dserah
Tingkat I Jawsa Tengah. , |

Sesuazi dengan - aslinya,

an. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT T JAWA TENGAH
Pj. Kepala Biro Hukum: W ~=#95- 205

>9ca, T0mOgLd 1

SUTJI ASTOTO, SH

Penata Tingkat I
NIP : 010 088 157
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30

n. Gubernur Kepala Da

1 Jawa -Tengah
188.3/417/1984 .
28 Nopember 1994

;iéms{fan—i,Keputusa ool
’ S . .aTingkat
., . Nomor ("%

Tanggal

| ' “DAERAH . KABUPATEN - pap
PERUBAHAN ATAS ~PERATURAN biHoN. 164 TENTANG ARy

TINGKAT 11 BANYUMAS,NOMORs111TAE SAH
SALON KECANTIKAN ng. Kepd¥oHoRIus 28N
e TARBDEEE KT AT T Sty

=) S AL q
HHS 178U A et

i ‘Menlmbang huruf b perkataan usaha

5 ggﬁizdeizgantlkanafdltulls LUsaha Salon Kecanti.

kan" ; selanjutnya perkataan "perlu menetapkgp~

- »~diubah » ,wdan ~ydibaca A \perlu . mengaturic (g,
““menetapkan” . ... 1 cxif 8isasi |

2. Dasar hukum Henglngat nomor 2, perkataan "Nomor
1288" diubah menaadl Nomor 3037"
3. Tanda baca tltlk ddaJCi)h-pada diktum “MEMUTUS-
: KAN" dihapus. [ 3aiduniT
‘:"r ,D\, Ufr“i .
4. Pasal 1 huruf h perkataan “Kas Pemerintah" diubsh
dan dibaca "Kas Daerah'.

-.\«_,'.*.‘ < 4

5. Pasal 3 ayat (2), perkataan "Persayaratan” diubah
dan dibaca "Persyarsatan'. ; selanjutnya setelsh

perkataan "ayat (1)" disisipkan perkatsan “Pasal
ini"

6. Pasal 5 ayat (2), perkatssan "ayat (1)" diubah dan
, dibaca "ayat (1) Pasal ini".

7. Pasal 8

8. Semua perkataan ° aYat " 1ibaca
"ayat (1) Pasal ipin (1)" diubah dan dib

perkataan *

akhir kalimat  ditambahkan
atau yang ditunjuk" .
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o .
pasal ' 4y  perkats z
St (LY p an setelah "Pasal .
8 4isisipkan perkataan "Peraturan Dae?aﬁyét'gl)
b'ayat (2), setelsh perkataan "ayat (1)"1n1- :
© oipkan perkataan "Pasal ini". i

; sal 9 ayat (2), setelah perkatasn .
9. 5 pkan perkatsan "Pasal ini". ayat (1)

disisi
. Pasel 10
a,ayat_(l)’ setelah perkataan "Pasal 6 ayat (1)"
disisipkan perkatasan "Peraturan Daerah ini" ;
b. ayat, (2), setelah perkatasn "ayat (1)" disi-
: gsipkan perkataan "Pasal ini" ;
c. ayat (4), perkataan "ayat (1)" diubah dan
dibaca "ayat (1) Pasal ini". .. -
y1. Pasal 12, semus perkataan "ayat (1)". diubah. dan
dibaca "ayat (1) Pasal ini”. | ' _
12. Pasal 13 : -
a. ayat (1), kalimat pertama, setelah perkataan
“pasal 6" disisipkan perkataan “Peraturan
"dipungut

Dgerah ini" ; selanjutnya perkataan

retribusi” diubah dan dibaca "dipungut retri-

busi yang ditetapkan” ; o _
taan “Pasal 10" disi-

b. ayat (2), setelah perka
sipkan perkataan "Peraturan Daersh iRi" ;

c. ayat -(3), setelah perkataan "Pasal 1@" disi-
sipkan perkatasan “pPeraturan Daerah iwmi" .

semua perkataan “pgsal 13"

13. Pasal 14 dan Pasal 195,
13 Peraturan Daerah

diubah dan dibaca "Pasal

ini",
4. Pasal 17 - :
&. ayat (1), perkataan “pagal 16" d;ubah dig.
dibaecs “Pasal 6 ayat (1) danm (1)~ Fased

ayat (1), serta Pasal 18" 2 L
b'aYat (2), setelah perkataadl wgyat (1)" .disi
sipkan perkatsan "Pasal ini" .
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15. Ps=ssl 18 aysat (2 158 = Ber
"gyst (1)" disisipkan perkatasn Pasal ini"
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